MA Bantah Intervensi, Sebut
Imbauan Prabowo Sebagali
Teguran bagi Koruptor

Category: Hukum
written by Redaksi | 03/01/2025

SINDIRAN
PEDAS
PRABOWO

KEPADA
HAKIM

ORINEWS.id — Mahkamah Agung RI (MA) merespons pernyataan
Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta sejatinya ada
penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor yang merugikan
negara dalam jumlah besar.

Prabowo menyatakan, sejatinya para koruptor bisa divonis 50
tahun penjara oleh hakim pengadilan.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara MA RI Yanto mengatakan, apa
yang disampaikan oleh merupakan suatu imbauan kepada para
pejabat negara untuk tidak Kkorupsi.

“Maka kalau sudah terbukti kalau nggak salah begitu. Sudah
terbukti itu kan imbauannya begitu,” kata Yanto saat jumpa
pers di MA RI, Kamis (2/1/2025).

Dengan begitu, Yanto beranggapan kalau pernyataan dari Prabowo
bukanlah sebuah bentuk intervensi dari eksekusi kepada
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yudikatif.

Kata dia, apa yang disampaikan oleh Prabowo merupakan suatu
permintaan penjatuhan vonis apabila dalam persidangan sudah
didapatkan bukti yang kuat terhadap koruptor.

“Kalau sudah jelas-jelas terbukti korupsi dan korupsinya besar
begitu, mbok yo di (penjara) 50 tahun itu. Nah itu nggak
intervensi. Ya kan penegasan aja,” kata dia.

“Kalau sudah jelas-jelas artinya sudah terbukti evidennya
lengkap ya. Sesuai dengan alat bukti yang tertera dalam pasal
1 sampai 4 kuhap terpenuhi semua gitu. Sehingga 2 alat bukti
dan keyakinan hakim,” sambung Yanto.

Menurut dia, lembaga eksekutif dapat dikatakan melakukan
intervensi apabila dalam suatu persidangan terdapat permintaan
untuk mengubah hasil putusan.

Sementara, apa yang disampaikan oleh Prabowo dipahami Yanto,
merupakan bentuk wanti-wanti dari seorang Presiden kepada para
koruptor.

“Tidak intervensi kepada yudikatif. Jadi intervensi itu kalau
merah kau bikin hijau. Nah itu intervensi. Beliau kan nggak
begitu dong. Jadi kita tidak merasa diintervensi,” tandas
Yanto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta majelis hakim
yang menangani kasus korupsi untuk memberi hukuman yang tidak
terlalu ringan kepada para koruptor.

Menurut Prabowo, jika ada kasus korupsi yang menyebabkan
kerugian negara ratusan triliun rupiah, maka seharusnya pelaku
diganjar dengan hukuman berat, bahkan kalau perlu diganjar
hukuman 50 tahun penjara.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di acara
musyawarah rencana pembangunan nasional tahun 2025-2029
Bappenas pada Senin, (30/12/2024).



Prabowo menilai koruptor yang menyebabkan kerugian negara
secara besar, sangat pantas untuk dihukum secara berat.
“Terutama juga hakim-hakim, vonisnya jangan terlalu ringan
lah,” kata Prabowo.

Prabowo mengaku heran kasus yang menyebabkan kerugian negara
hingga ratusan triliun, namun terdakwanya hanya dihukum
ringan.

Menurut Prabowo, rakyat Indonesia kini tidak bodoh. Publik
mengerti akan hal itu. “Nanti dibilang Prabowo enggak ngerti
hukum lagi. Tapi rakyat ngerti, rakyat di pinggir jalan
ngerti, rampok ratusan triliun vonisnya sekian tahun. Ada yang
curi ayam dihukum berat dipukuli. Ini bisa menyakiti rasa
keadilan,” tegas Prabowo.

“Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai
TV,"” katanya.

Maka itu, ia meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus
Andrianto memperhatikan soal ini.

n

“Tolong menteri pemasyarakatan, ya,” ujarnya.

Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalahkan siapapun.

Dirinya hanya ingin semua unsur pemerintah termasuk aparat
penegak hukum memperbaiki diri. Pasalnya kata dia rakyat
Indonesia sekarang ini tidak bodoh.

“Ini kesalahan kolektif kita, mari kita bersihkan, makanya
saya katakan aparat pemerintahan kita gqunakan ini untuk
membersihkan diri untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat
yang membersihkan kita lebih baik kita membersihkan diri kita
sendiri. Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh mereka pintar-
pintar semua orang punya gadget sudah lain ini bukan 30 tahun
yang lalu ini bukan 20 tahun yang lalu,” ujarnya.

Meski tidak disampaikan secara eksplisit, ucapan Prabowo
mengacu pada putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang



memvonis Harvey Moeis bersalah atas tindak pidana korupsi pada
penyalahgunaan izin usaha pengelolaan area PT Timah (Persero)
Tbk. (TINS).

Harvey dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dan membayar denda
Rp 1 miliar. Jika tak dibayar, maka diganti dengan kurungan 6
bulan

Prabowo kemudian meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk naik
banding atas kasus tersebut.

Baca juga: Prabowo Ingin Vonis Harvey Moeis Kira-kira 50 Tahun
Penjara, Kejaksaan Agung Serius Ajukan Banding

“Tolong menteri pemasyarakatan ya, Jaksa Agung, naik banding
enggak? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun kira-kira begitu,”
ucapnya. []



